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ABSTRAK
Muh. Nurfikram 2018. ’’Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukn Oleh Anak
Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo)’’.
Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Pembimbing (I) Dr. Abdain, S.Ag., M.HI . Pembimbing (II) Dr. Anita
Marwing, S.HI., M.HI.
Skripsi ini membahas tentang bagaimana Tindak Pidana Pencurian yang
dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam dan sub masalah yaitu, 1)
Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Tindak Pidana
Pencurian yang dilakukan oleh anak 2) Bagaimana upaya Penanggulangan
terhadap tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak menurut Hukum Islam.?
Jenis penelitian yang digunakann adalah penelitian empiris lapangan
dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan
sosiologis dan pendekatan Normatif Syar’i. Adapun sumber data dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Kemudian
tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:
koding data, editing data, reduksi data, dan klasifikasi data.
Hasil dari penelitian ini bahwa faktor seorang anak melakukan tindak
pidana yaitu karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan, kemudian dalam
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yaitu sesuai dengan
KUHP serta melihat pertimbangan Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang
sistem peradilan anak yaitu penjatuhannya sanksinya adalah separuh dari orang
dewasa. Serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
yang dilakukan oleh anak yaitu memberikan pengajaran, pembinaan serta didikan
dari orang tua dan juga peran serta masyarakat dalam hal ini pemerintah.
Implikasi dari penelitian yaitu: 1) masyarakat harus cermat dalam
mendidik dan membina anaknya agar tidak terjerumus dalam lingkup hukum, 2)
anak yang telah dihukum kiranya di sana anak tersebut betul-betul dididik dengan
baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan memberikan efek jera bagi
setiap pelaku tindak pidana.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang Masalah
Faktor seorang anak melakukan tindak pidana yaitu karna faktor ekonomi
dan faktor lingkungan, kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak
di bawah umur yaitu sesuai dengan KUHP serta melihat pertimbangan Undang-
undang RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu penjatuhannya
sanksinya adalah separuh dari orang dewasa. Serta upaya penanggulangan tindak
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu memberikan pengajaran,
pembinaan serta didikan dari orang tua dan juga peran serta masyarakat dalam hal
ini pemerintah.1
Karena kejahatan bukan hanya orang dewasa yang melakukan tetapi anak-
anak pun dapat melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat. Karena
anak merupakan suatu karunia Tuhan yang sangat istimewa bagi orang-orang
yang sudah berkeluarga, oleh karena itu pemerintah di Indonesia telah
menerapkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,
akan tetapi tidak menuntut kemungkinan dengan adanya Undang-undang
Perlindungan Anak, hal itu bisa menjamin anak bisa terhindar dari unsur-unsur
kriminal. Didukung dengan semakin berkembangnya zaman modern maka
semakin memicu berkembangnya kriminal seperti yang terjadi di kota Palopo.
1Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1
2Begitupun telah diriwayatkan dalam al-Qur’an hukuman bagi pelaku tindak
pidana pencurian, Allah swt. berfirman dalam QS al-Maidah/5: 38 sebagai
berikut:
                        
Terjemahnya :
’’laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’’2
Akan tetapi tidak berpengaruh bagi anak-anak atau mereka yang telah
keseringan melakukan tindak pidana pencurian. Bahkan mereka tidak pernah
terusik dengan adanya pasal yang mengatur tentang tindakan kriminal tersebut
bahkan firman dalam Al-qur’an pun diabaikan. Dan akibat karena tidak adanya
perilaku ketakutan terhadap mereka yang melakukan tindakan pencurian, maka
ketika mereka beraksi di lapangan merekapun tidak segan-segan melukai
korbannya meskipun si pelaku masih di bawah umur akan tetapi perilakunya telah
melebihi perilaku orang dewasa.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo, judul skripsi ini
mengembangkan sejauh mana pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman
terhadap tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak.
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syaamil Quran,
t.th.), h. 114
32. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yang
dianggap penting:
a. Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain
secara diam-diam tampa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk di
milikinya.3
b. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum
mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana
kata ”Anak” merujuk pada lawan dari orng tua, dan yang dimaksud anak
adalah mempunyai batasan umur yaitu dibawah usia 18 tahun.4
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Pencurian Pencurian adalah orang yang mengambil
benda atau barang milik orang lain secara
diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya
dengan maksud untuk di milikinya
2. Anak seorang lelaki atau perempuan yang belum
dewasa atau belum mengalami masa
pubertas. Anak juga merupakan keturunan
kedua, di mana kata ”Anak” merujuk pada
lawan dari orng tua, dan yang dimaksud
anak adalah mempunyai batasan umur yaitu
dibawah usia 18 tahun
3Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h.62
4Tim Permata Press, Perlidungan Anak & Undang-Undang RI No. 11 Th.2012 tentang
Sistem Peradilan Anak (Jakarta:Permata Press.2013), h.39.
4C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok
permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang
Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak. Dari pokok masalah tersebut
diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana terhadap tindak
pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Palopo ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan
oleh anak dalam persfektif hukum Islam ?
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab
rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana
pencurian.
b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap
tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.
c. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap tindak pidan pencurian
menurut hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan teoretis
5Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kegunaan teoretis untuk
menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.
b. Kegunaan praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap peyebab tindak
pidana pencurian yang sering terjadi di masyarakat, yang dapat lebih mudah
menganalisa kasu-kasus yang terjadi dalam masyarakat maupun untuk
memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
6BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang
pernah dilakukan sebelumnya dann dianggap mirip dengan masalah yang akan
diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam
penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Salma. D dengan judul Tindak Pidana
Pencurian Oleh Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri
Kota Makassar Tahun 2010-2011).1 Penelitian ini menyatakan bahwa
walaupun tindak pidana pencurian tidak disyari’atkan menghilangkan nyawa,
akan tetapi hukum potong tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan
oleh Allah sekalipun pelaku pencurian telah bertobat dan Allah telah menerima
taubatnya, karena hukum potong tangan berdasarkan Surah al-Maaidah ayat 38
bertujuan agar pelaku pencurian dapat merasa jera untuk tidak melakukan
pencurian. Akan tetapi ironisnya terjadi tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang
akan datang, merujuk pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan
oleh anak sehingga kemampuan fisik dan psikis tetap jadi pertimbangan
pengadilan putusan atau sanksi dimana
1Salma. D, Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Kota Makassar), Skripsi, (Makassar :Universitas Alauddin Makassar, 2011).
7masalah pengambilan keputusan atau tindak pidana yang harus disesuaikan
dengan fisik atau kemapuan  terdakwa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Patanduk  dengan judul Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan
No.51/Pid.B/2012/Pn.Sungguminasa).2 Penelitian ini menyatakan bahwa
Penerapan  hukum  terhadap Tindak Pidana Pencurian  dengan  Kekerasan
dalam Putusan Nomor : 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa ini, Penuntut
Umum menggunakan bentuk dakwaan subsider, dakwaan primernya Pasal 365
ayat (2) ke-1, ke-2, ke KUHPidana, sedangkan  dakwaan  subsidernya  Pasal
363 ayat (1) ke-3, ke ke-5 KUHPidana. Adapun penerapan hukumnya telah
sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat
dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum yaitu keterangan saksi saksi dan barang bukti bersesuaian  dengan
keterangan  terdakwa  yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.
Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi
unsur-unsur tindak  pidana yang didakwakan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum yaitu
dakwaan  primer  yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana.
Berdasarkan penelitian ini,  terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan
penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian,
tujuan penelitian dan hasil penelitiannya. Sedangkan persamaannya terdapat pada
2Nova Patanduk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2012/Pn.Sungguminasa).Skripsi (Makassar:
Universitas Hasanuddin Makassar2013).
8metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah Pencurian
yang dilakukan oleh anak.
B. Pengertian Anak
Anak merupakan sebuah bagian terpenting dalam sebuah keluarga karena ia
merupakan sebuah potensi nasib manusia di masa mendatang. Oleh karena itu
pentingnya bagi semua orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik agar anak
tersebut tumbuh menjadi anak yang pintar. Berikut ini ada beberapa pengertian
anak yang telah disebutkan dalam Undang-undang RI yaitu sebagai berikut:
1.Pengertian anak menurut Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, dalam UU RI pasal 1 ayat 1 menjelaskan: “Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan”.3
2.Pengertian anak menurut Undang-undang RI No.4 Tahun 1979 tentang
kesejahtreaan anak dalam pasal 1 bagian 2 yaitu: “Anak adalah seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
3.Pengertian anak secara sosiologis, psikologis dan yuridis
Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang
yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak
anak atau Juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum
dewasa serta belum kawin. Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia
mengalami fase fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai
dengan ciri-ciri tertentu. Ada fase-fase perkembangan yang dialami dalam
kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan
3 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Perundangan tentang Anak, h.66
9psikologis untuk menentukan batasan batasan terhadap seorang anak nampak
adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari
perkembangan pertumbuhan jiwa. Hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagi
seorang anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, anatar
usia 16-17 tahun.
Sedangkan Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat
hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan
seorang anak menyangkut pada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti
masalah kekeuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, dan lainnya.4
4. Pengertian anak menurut hukum Islam
Dalam hukum Islam anak adalah seseorang yang telah mencapai umur tujuh
tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan ulama, manusia
dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun Dalam sudut
pandang yang dibangun oleh agama Islam anak merupakan makhluk yang dhaif
dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari Allah SWT dengan
melalui proses penciptaannya. Oleh karena itu anak memiliki kehidupan yang
mulia dalam pandangan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut
terhindar dari pergaulan bebas tindakan yang melawan hukum yang marak terjadi
di kota Palopo.
C. Pengertian Tindak Pidana
Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana adalah sutau larangan syarak
melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang
4Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak serta penerapannya, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2013) h. 1.
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diancam dengan dengan hukuman had atau hukuman takzir. Dimana di dalam
tindak pidana terbagi dalam beberapa bagian:
1.Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana dalam kelompok ini
terbagi kepada, tindak pidana hudud, tindak pidana kisas dan diyat serta tindak
pidana takzir.
2.Berdasarkan niat pelaku, tindak pidana dalam bagian ini meliputi tindak
pidana disengaja dengan tindak pidana tidak disengaja.
3.Berdasarkan waktu pelaksanaanya, terbagi kepada tindak pidana yang
tertangkap basah dengan tindak pidana yang tidak tertangkap basah.
Di dalam KUHP pengertian tindak pidana adalah hukum yang memuat
peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap
pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasasan
tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan
peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan
sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum
pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu
kolektivitas dari prbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan
baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).
1.Jenis-jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut:
a.Pidana mati
b.Pidana penjara
c.Pidana kurungan
d.Pidana denda
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e.Pidana tutupan
2.Tindak pidana pencurian dengan kekerasan
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP
unsur-unsur dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. kekerasan yaitu setiap
perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan
menggunakan fisik, seperti mengikat atau memukul korban dengan sengaja,
menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Ancaman kekerasan yaitu
ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau
cemas pada orang yang diancam. Unsur-unsur kekerasan yang dimaksud yaitu
sebagi berikut:
a.Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
b.Untuk memudahkan dalam dilaksanakan pencurian.
c.Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
d.Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan
dapat melarikan diri.5
3.Macam-macam Pidana dalam Hukum Islam
a.Dilihat dari segi berat ringannya pidana
b.Diliat dari niat pelaku
c.Dilihat dari segi sikap pelaku
d.Dilihat dari segi orang yang menjadi korban
e.Dilihat dari tabiatnya yang khusus.
5Ismul Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), h. 132.
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D. Pengertian Pencurian
Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. kejahatan terhadap
harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu
kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu
ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat. Agar seseorang dapat dinyatakan
terbukti telah melakukan semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk
pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun tindak pidana
pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri
atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut: Unsur Subjektif,
yaitu: met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe to eigenen atau dengan
maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
1.Unsur-unsur objektif, yaitu: met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe to
eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan
hukum.
2.Unsur-unsur objektif, yaitu:
a.Hij atau barang siapa
b.Wegnemen atau mengambil
c.Eening goed atau sesuatu benda
d.Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoortatau yang sebagian atau
seluruhnya kepunyaan orang lain.
pencurian dalam hukum pidana yang diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP
ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana
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pencurian. Tindak pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya
dalam bahasa Belanda sebagai berikut:
“Hij die eening goed dat gehel of ten deele aan eenander toebehoort wegnaamt,
met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als shudding
aan diefstal, gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste viif jaren of geldboete
van ten hoogsteNegen hondred gulden.” (Artinya)
Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya
merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut
secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-
tingginya sembilan ratus rupiah.
Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur:
1.Menganbil
2.Sesuatu benda
3.Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4.Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab
Undang undang Hukum Pidana, yaitu:
1.Harus ada perbuatan mengambil.
2.Yang diambil adalah suatu barang.
3.Barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
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4.Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (melawan
hak).6
1.  Pencurian dalam Hukum Islam
Pengertian pencurian dalam hukum Islam yaitu dalam bahasa Arab diistilakan
bermakna mengambil sesuatu yang tersembunyi, dalam istilah ulama fikih
mencuri bermakna mengambil sesuatu yang dimiliki oleh orang lain secara diam-
diam dan rahasia dengan maksud untuk dimiliki. Karena pencurian adalah suatu
perbuatan jahat yang merugikan diri pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu
dalam al-Qur’an telah menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku kejahatan
sebagai pelajaran.
Dalam pandangan hukum islam pencuarian terbagi atas dua macam, yaitu
sebagai berikut:
1.Pencurian yang hukumnya had
Pencurian yang hukumnya had terbagi dalam dua bagian yaitu :
a.Pencurian ringan. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh
Abdul Qadir Audah adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-
diam, yaaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.
b.Pencurian berat. Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain
dengan cara kekerasan.
2.Pencurian dengan hukuman ta’zir
Pencurian dengan hukuman ta’zir juga dibagi atas dua bagian yaitu
sebagai berikut:
6R. Soesilo, KUHP “Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor:
Politeia, 1996), h.249.
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a.Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak
terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya pengambilan harta milik anak oleh
ayahnya.
b.Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa
kerelaannya dan tanpa kekerasan.7
Adapun unsur-unsur pencurian itu ada 4 macam yaitu:
a.Pengambilan secara diam-diam.
pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak
mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.
Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan
terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurin melainkan
perampasan.
b.Barang yang diambil berupa harta.
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong
tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal
(harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal, seperti hamba sahaya, atau
anak kecil yang belum tamyiz maka pencurian tidak dikenal hukuman had. Akan
tetapi , Iman Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum
tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan
pelakunya bisa dikenal hukuman had. Dalam kaitannya dengan barang yang
dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukum
potong tangan, syarat tersebut adalah sebagi berikut:
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.82
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1) Barang yang dicuri harus berupa malmutaqawwin yaitu barang yang bernilai
menurut syara
2) Barang tersebut harus barang yang bergerak.
3) Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya
4) Barang tersebut mencapai nishab pencurian.
c.Harta tersebut milik orang lain
Dalam kaitanya dengan unsur ketiga ini, yang paling penting adalah barang
tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang
lain. Dengan demikian, apabila baarang tersebut tidak ada pemiliknya seperti
benda yang muba maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencuri,
walaupun dilakukan secara diam-diam.
d.Adanya niat
Unsur yang keempat yang dari pencurian yang dikenakan hukuman had adalah
adanya niat yang melawan hukum.
1.Perampokan (al-Hirabah)
Hirabah adalah pembegalan atau pencurian besar atau qath’ut thariq.
Menurut mashab Maliki, hirabah adalah menakut-nakuti di jalan baik dengan
tujuan ingin mengambil harta maupun tidak. Oleh karena itu menurut Iman Malik
setiap orang yang bermaksud mengambil harta dan tidak memungkinkan korban
untuk meminta tolong. Perbedaan pokok antara pencuri dengan perampok yaitu
pencuri dilakukan secara diam-diam, sedangkan perampok dilakukan secara
terang-terangan atau disertai dengan kekerasan. Cara yanng dilakuakan dalam
perampokan itu ada beberapa kemungkinan yaitu:
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1.Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambilharta secara terang-terangan
dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak
membunuh.
2.Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-
terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh.
3.Seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tetapi tidak
mengambil harta korban.
4.Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh
pemiliknya.
Adapun pembahasan alat bukti dan hukuman tindak pidana hirabah yaitu
sebagi berikut:
a.Alat bukti tindak pidana hiraba
Tindak pidan hirabah dapt dibuktikan berdasarkan saksi dan pengakuan
pelaku. Saksi tindak pidana ini cukup dua orang. Kesaksian dan pengakuan
sebagai alat bukti pada tindak pidana pencurian dengan tindak pidana hirabah
tidak berbeda. Kedua 27 orang saksi boleh berasal dari rombongan perampok atau
orang yang menjadi korban perampokan, tetapi mereka hanya boleh bersaksi bagi
orang lain tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri.
Jika saksi tidak memenuhi syarat, misalnya hanya terdiri seorang laki-laki
atau satu laki-laki dan satu perempuan atau berbeda dalam memberikan kesaksian
yang satu bersaksi berdasarkan apa yang ia lihat, sementara yang satu bersaksi
berdasarkan apa yang ia dengar, atau tidak saksi, pelaku berikrat kemudian
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menarik kembali ikrarnya. Dalam keadaan seperti pelaku pidana hirabah hanya
dihukum dengan hukuman takzir.
E. Tindak pidana dan Kenakalan anak
Dalam lapangan hukum pidana dikenal istilah “tindak pidana anak” yang
dikenal dalam kepustakaan hukum pidana tindak pidana. Istilah tersebut
menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakuakan oleh seseorang,
mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih di bawah
umur. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dialarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai
ancaman (sanki) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut. Dalam hukum pidana KUHP telah dikemukakan dalam pasal 1
angka 2 undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memakai
istilah anak nakal yaitu:
a.Anak yang melakukan tindak pidana
b.Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang diuraikan tentang perilaku delinkuensi
anak sebagai perilaku perwujudan Criminal offences dan status offences. Criminal
offences, diartikan sebagi perilaku dilinkuensikan anak yang merupakan tindak
pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Adapun status offences, adalah
perilaku delinnkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak,
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perilaku perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu
tindakan pidana bila dilakukan oleh orang dewasa.
Masalah kenakalan anak merupakan masalah yang menjadi perhatian
orang dimana saja, masalh ini semakin dirasakan dan meresahkan masyarakat
terutama dilingkungan keluarga. Oleh karen itu ada beberapa jenis kekerasan dan
kenakalan yang sering dilakuakan oleh anak yaitu:
a.Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian,
perkosaan, perampokan, begal, dan pembunuhan.
b.Kenakalan yang menimbulkan korban materil seperti, perusakan, pencurian,
pemerasan, dan pencopetan.
Dari uraian beberapa jenis kekersan dan kenakalan yang dilakukan oleh
anak diatas yang sering terjadi dalam masyarakat maka perlunya peningkatan
pengawasan dini yang harus dilakukan oleh orang tua agar meminimalisir
terjadinya kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak.
F. Faktor-faktor penyebab Anak melakukan pencurian dan akibat
hukumnya
Pola tingka laku anak sangat erat kaitannya dengan fase-fase atau tahap
perkembangan yang merupakan pembabakan rentang perjalanan kehidupan
individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Menurut
Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk
memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:
1.Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan
mempunyai resiko lebih tinggi.
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2.Pscyhological variables, yaitu sifat pembantah susah diataur dan merasa tidak di
hargai.
3.School performance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah
lakunya pembolos.
4.Home adjustment, yaitu kurang intereksi dengan orang tua dan saudara, kurang
disiplin dan pengawasan minggat dari rumah.
5.Drugs and alcohol use, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah
memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat pemakai alkohol.
6.Neighbourood (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi
anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku.
7.Social adjustment of peers (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan
mempengaruhi perilaku termasuk delinquency, obat-obatan, bolos dan
kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lainnya.
Sikap dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari
masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan moral diterima oleh individu dari
kebudayaan dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Seorang individu yang
melanggar suatu norma (hukum) mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang
diatur oleh norma yang bersangkutan. Didalam masyarakat banyak orang yang
tidak begitu mementingkan moralnya sendiri, oleh karena itu dengan tidak adanya
moral pada diri setiap manusia maka itulah salah satu penyebab lahirnya suatu
kejahatan dalam diri seseorang. Oleh karena itu ada beberapa faktor-faktor
sehingga seseorang melakukan pencurian yaitu faktor Internal dan faktor
Ekstrinsik.
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a.Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya
paksaan dari luar. Faktor Internal terdiri dari:
1) Faktor Individual yaitu kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi
bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang.
2) Faktor keturunan yaitu faktor yang di mana seseorang dalam melakukan
sesutau perbuatan seringkali mengikuti apa yang biasanya dilakukan oleh orang
tuanya.
3) Faktor keluaga artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan
berinteraksi dengan lingkungan.
b. Faktor Eksternal
Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan
berasal dari dirinya sendiri. Faktor eksternal terdiri dari:
1) Faktor Ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat
ditolak di setiap negara. Sehingga hal ini dapat memicu seseorang melakukan
pencurian dengan alasan faktor ekonomi.
2) Faktor Pendidikan. Faktor pendidikan adalah salah satu faktor pendorong
seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan
oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan
dalam hidup bermasyarakat.
3) Faktor Lingkungan dan Pergaulan. Faktor lingkungan dan pergaulan juga
merupakan faktor utama seseorang melakukan perbuatan tindak pidana.
Seseorang yang hidup dan tinggal disekitaran yang penghuninya kebanyakan
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melakukan tindak pidana maka dengan secara tidak langsung mereka yang
bergaul dalam lingkungan tersebut akan ikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang
tidak pantas untuk dilakuakan tersebut.
4) Faktor adanya Niat dan Kesempatan. Fakor ini merupakan faktor dimana
seseorang melakukan pencurian pada awalnya sudah ada niat dan adanya
kesempatan dalam menjalangkan aksi bagi pelaku tindak kejahatan.8
Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari perlu kiranya bagi masyarakat
untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan aktifitas. Dan disamping itu
untuk menjaga agar tidak adanya terjadi unsur tindak pidana dengan ciri-ciri
yang telah dipaparkan diatas. Sebelum adanya ciri-ciri atau gerak gerik orang
yang akan melakukan tindakan kriminal, Pemerintah telah membuat sansi
pidana dalam KUHP bagi pelaku tindak pidana tersebut. Begitupun dalam
ajaran hukum Islam Allahmemberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak
pidana pencurian yaitu sebagi berikut:
a.Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang diatur dalam pasal 362
KUHP yang berbunyi:
“barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan
pencurian dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda
dengan setinggi-tingginya 60 (enam puluh rupiah)”.
8Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-asas Kriminologi (Medan: Penerbit USU Press,
1995),h. 25.
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b.Dalam hukum Islam
Dalam hukum Islam apabila tindak pidana pencurian telah dapat
dibuktikan maka pencurian dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu:
1.Penggantian Kerugian (Dhama)
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan
penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-saama. Alasan mereka adalah
bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertaama haak Allah
(masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai
imbangan dari hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai
imbangan dari hak manusia.
2.Hukuman Potong Tangan
Hukuman potong tangan yang merupakan hukuman pokok untuk tindak
pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan dalam firman Allah QS al-Maidah/5:
38 sebagai berikut:
                        
Terjemahnya :
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. Al Maaidah: 38).
Berdasarkan ayat Alquran di atas, dapat dipahami bahwa al quran secara tegas
mengungkapakan sanksi terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong
tangan dengan syarat sebagai berikut:
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a.Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar harta
tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
b.Barang curian dapt diperjual belikan.
c.Barang atau uang yang dicuri bukan milikbaitul mal.
d.Pencuri usianya sudah dewasa.
e.Perbuatan dilakukan atas kehendak sendiri bukan atas paksaan orang lain.
f. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.
g.Pencuri melakukan perbuatannya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
h.Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya
(muhrim).
i. Pencurian bukan pembntu korbanya, jika pembantu rumah tangga mencuri
perhiasan.
j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri, jika ia masih melakukan untuk
yang kedua kali yang harus dipotong adalah kaki kananya.1
Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan ada beberapa aspek-aspek
penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Ada lima syarat untuk
dapat diberlakukanya hukuman potong tangan yaitu:
a.Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak
kecil, orang gila dan orang dipalsa tidak daapat dituntut.
b.Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan
hidup.
1Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h. 118.
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c.Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak
mencuri harta milik ayahnnya atau sebaliknya.
d.Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri
itu menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.
e.Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Padaa saat seperti
itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan.
Pelaksanaan hukuman pada jarimah ta’zir yang sudah diputuskan oleh
hakim juga menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya.
Apabila ia melaksanakannya sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati ta’zir
maka ia dianggap sebagai pembunuh, walaupun sebenarnya hukuman mati
tersebut adalah hukuman yang menghilangkan nyawa. Dari uraian tersebut diatas
terlihat adanya perbedaan pertanggung jawaban dari pelaksanaan hukuman yang
tidak mempunyai wewenang, dalam melaksanakan hukuman mati sebagai had dan
sebagai ta’zir. Orang yang melaksanaka sendiri hukuman mati sebagi had, tidak
diangagap sebagai pembunuh.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metedologi juga
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk
menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
A. Jenis dan Lokasi penelitian
Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai
berikut:
1.Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Penelitian Kualitatif lapangan. Empiris yaitu suatu jenis data yang
mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan
lebih bermakna, atau penelitian deskripsi maksudnya yaitu pengelola dan
menafsirkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran dan
kesimpulan dari keseluruhan penulisan.Penelitian deskriftif adalah suatu metode
penelitian status kelompok manusia, subjek objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.1
N Muh. Khalifah Mustamin, Metodologi Penelitian Pendidikan (Makassar : Alauddin
Press,2009),h.19
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2.Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan
Negeri Palopo JL.Andi Djemma No.126 Kota Palopo, karena menurut penyusun
dari sisi lokasi ini lebih terjangkau, artinya penelitian akan lebih cepat
memperoleh data-data yang akurat.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian Kualitatif lapangan, penelitian
menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1.Pendekatan normatif Syar’i yaitu Pendekaan penelitian ini berdasarkan pada
hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan hadis
serta pendapat-pendapat
2.Pendekatan yuridis normatif yaitu Suatu metode penelitaian yang menekankan
pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Metode ini
senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.
3.Pendekatan Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan
kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan metode
ini yaitu melihat dari kejadian/peristiwa yang muncul dalam masyarakat seperti
pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang kejahatan.
C. Sumber Data/Sampel Sumber Data
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari sata
data primer dan sekunder.
1.Data Primer: Data-data di Pengadilan Negeri Kota Palopo
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Fieldresearch atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu
berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya
jawab pada informan penelitian untuk memperoleh melalui dokumen-dokumen
yang dipandang meragukan.
2.Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan tehnik untuk mencari bahan-bahan atau data
yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer
dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan
melalui library reseacrh, dengan jalan menelan peraturan perundang-undangan
terkait, jurnal ilmia, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain
dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang membicarakan jawaban atau
pertanyaan itu.
2.Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-
karya yang momental yang bersangkutan.
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3.Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau kelompok  secara langsung.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” sejauh enelitian kualitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun
alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:
1.Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa
daftar pertanyaan.
2.Buku catatan dan alat tulis yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3.Camera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan
pembicaraan atau mewawancarai informan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Tehnik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam
melakukan penelitian adalah sebagi berikut:
1.Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai
dengan tujuan, rancangan,  dan sifat penelitaian. Metode pengolahan data
dalam penelitian ini yaitu:
a.Klasifikasi data adalah mengolongkan atau menkategorikan data yang
dihasilkan dalam penelitian.
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b.Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang sesuai dengan
topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
c.Koding data adalah penyesuai data yang diperoleh dalam melakukan penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data
tersebut.
d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untukb
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk
memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang
diperoleh dari hasil wawancara.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelolah, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
G. Pengujian Dan Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian.
Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah
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memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji
keabsahan data penelitiannya.
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasi
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketentuan dalam penelitian.
Pengamatan yang cermat dan kesinambungan dengan menggunakan teknik
triangulasi.
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian
kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan
dengan sumber data lainnya, misalnya: Tringulasi dengan sumber, triangulasi
dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksudkan
pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Palopo
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Palopo
Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan
pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu
kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran
Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan
ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No.
126 Palopo.
Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H.
Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya
menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H.
Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas
I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.1
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri
termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba,
1 Dokumen kasi pengadilan negeri palopo, sejarah pengadilan negeri palopo, 20 Desember
2018
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(merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada
tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr.
Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili
dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan
Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu
Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo
menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan
Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo
setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.
Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan
Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan
wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk
salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua
Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Melounguane,
Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan
beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri
Palopo hanya meliputi Kota Palopo.
Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:
1. C.T. Misalayuk, S.H.;
2. Junaidi, S.H.;
3. Baramuddin, S.H.;
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4. AL. Suradiman, S.H.;
5. La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
6. A. Zainal Mappasoko, S.H.;
7. Abdul Kadir, S.H.;
8. Abdul Rachman, S.H.;
9. Makkasau, S.H., M.H.;
10. Fatchul Bari, S.H.;
11. Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
12. Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
13. H. Yulisar, S.H., M.H.;
14. Sarwono, S.H., M.Hum.
15. Albertus Usada, S.H., M.H.
16. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
2. Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo
a. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan pengadilan negeri palopo.
Adapun visi dari pengadilan negeri palopo yaitu:
”Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung”.
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b. Misi
Selain penyusunan visi juga telah dirumuskan beberapa misi yang memuat
suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan negeri  tersebut dapat
tercapai. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam
misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi pengadilan negeri palopo
adalah:2
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo;
3. Struktur Organisasi
2Dokumen Pengadilan Negeri Palopo, Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo, 20 Desember
2018.
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PERINCIAN:
Ketua Pengadilan Negeri
- Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
---------------------
Hakim
- Raden Nurhayati, S.H., M.H.
- Arief Winarso, S.H.
- Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.
- Heri Kusmanto, S.H.
- Mahir Sikki Z.A., S.H.
Panitera
- Yohanis Peda Panoto, S.H., M.H.
Sekretaris
- Rukani, S.H.
Panitera Muda
- Rida, S.H. (Panitera Muda Pidana)
- Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Perdata)
- Tombi, S.H. (Panitera Muda Hukum)
Kepala Sub Bagian
- Haeruddin (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
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- Alimuddin (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan)
- Devi Angelina Boka, S.E. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
Panitera Pengganti
- Arkam, S.H.
- Hamsinah Dahlan
- Harifuddin
- Jurusita
- Andi Kumala
- Amirullah
Jurusita Pengganti
- Maemunah
- Ridwan
Staf/Pelaksana
- Leonita Ferinella, S.Kom.
- Zakarias Sattu
Honorer
- Darwis Ali, S.H.
- Rahmat Saleh, SH.
- Irmawati, S.H.
- Nur Naningsih A., S.H.
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- Amiruddin
- Abd. Rahim, S.Kom.
- Nur Restu Alimuddin
- Erwin Yusuf Putiray
- Yeyen Tuta
- Ismawaty Syam, S.Kom.
- Hadyan Arkam Sultra, S.H.
B. Hasil Penelitian
1. Data pencurian yang dilakukan oleh anak
Kasus pencurian yang ada di Pengadilan Negeri Palopo dapat dilihat dari tabel
berikut ini :
NO TAHUN KASUS
1. 2014 5
2. 2015 18
3. 2016 29
4. 2017 14
5. 2018 14
JUMLAH 80
Data diambil dari pengadilan negeri palopo3
Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh
anak itu tiap tahunnya terkadang meningkat kadang juga menurun, pada tahun
3 Data diambil oleh penulis di pengadilan negeri palopo, tanggal 20 Desember 2019
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2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2017
sampai dengan 2018 mengalami penurunan kasus pencurian yang dilakukan oleh
anak di wilayah Luwu Raya ini, akan tetapi peraturan  yang mengenai sanksi
pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak belum memberikan efek jera bagi para pelakunya.4
No Nomor
perkara
Tanggal
register
Klasifikasi
perkara
Para pihak Status perkara Lama
proses
1 44/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
12 Dec
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Aisyah Kendek,
S.H.
2.Sakaaria Aly Said,
SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
26 Hari
2 42/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
06 Dec
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Erlysa Said, S.H.
2.Irmawati, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Pemberitahuan
Permohonan
Kasasi
6 Hari
3 37/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
20 Sep
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Bambang
Prayitno, SH
2.Lewi Randan
Pasolang, S.H.,
M.H.
Anak
Berhadapan
Dengan Huku
Minutasi
14 Hari
4 35/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
14 Sep
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Rismah, S.H.
2.Irmawati, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
17 Hari
5 36/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
14 Sep
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Irmawati, SH
2.Erlysa Said, S.H.
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
12 Hari
6 33/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
31 Aug
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Aisyah Kendek,
S.H.
2.Irmawati, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
17 Hari
7 34/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
31 Aug
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Sakaaria Aly Said,
SH
2.Irmawati, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
17 Hari
4 Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 Desember 2018
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8 32/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
30 Aug
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Muhammad Akbar
Datau, S.H.
2.Kartika Karim, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
14 Hari
9 29/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
27 Aug
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Kartika Karim, SH
2.Lewi Randan
Pasolang, S.H.,
M.H.
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi 8 Hari
10 21/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
03 May
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Lewi Randan
Pasolang, S.H.,
M.H.
2.Kartika Karim, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi 14 Hari
11 16/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
08 Mar
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Aisyah Kendek,
S.H.
2.Erlysa Said, S.H.
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
13 Hari
12 11/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
07 Feb
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Erlysa Said, S.H.
2.Irmawati, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
12 Hari
13 7/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
31 Jan
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Rismah, S.H.
2.Irmawati, SH
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
33 Hari
14 9/Pid.Sus-
Anak/2018/PN
Plp
31 Jan
2018
Pencurian
Penuntut Umum:
1.Sakaaria Aly Said,
SH
2.Aisyah Kendek,
S.H.
Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Minutasi
6 Hari
Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 kasus pencurian yang
dilakukan oleh anak diwilayah Pengadilan Negeri Palopo. Kebanyakan hasil dari
putusan sidang dan status perkara yaitu ” Anak berhadapan dengan hukum minutasi”.
Dari ke- 14 putusan kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak hanya ada satu pusan
yang memberikan permohonan kasasi. Yaitu putusan nomor 42/Pid.Sus-
Anak/2018/PN Plp
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2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana terhadap tindak pidana
Pencurian yang dilakukan oleh anak
Adapun pertimbangan hakim tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh
anak menurut bapak Mahir Sikki Z.A, S.H. Bahwa suatu putusan hakim akan
bermutu, hal ini tergantung pada beberapa hal, yakni:5
1) Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan
dan Kebenaran;
2) Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3) Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak
pihak berpekara maupun tekanan public;
4) Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih
mengandung kelemahan;
5) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hokum
sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
6) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hokum
sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral.
Aktualisasi dari moralitas ini tidak hanya berlaku terhadap para hakim saja,
tetapi termasuk pula para penyidik, penuntut umum sebagai bagian dari criminal
justice system. Dalam sistem peradilan pidana hakim sangat penting peranannya
5 Mahir Sikki, Hakim Pengadilan Negeri palopo,Wawancara penulis pada tanggal 20
Desember 2018
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dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana
terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas
hukum.
Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan
selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dalam
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu didalam Pasal 28 Undang
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata
masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain
harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus
memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain
sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Seperti diketahui belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana
kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
maupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana
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pencurian yang dilakukan oleh anak. Tetapi yang ada hanya ketentuan-ketentuan
yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimun dan minimum lamanya
pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan
batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat
pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan
seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi
perbuatannya tersebut.
Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya
menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan
pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana
agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian
hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.
Kemudian beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam
menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa
selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan
melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana
yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi
perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut
telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.
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3. Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Putusan
No:32/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Plp
Terdakwa X dan Y, telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1
(satu) unit HP merk Samsung casing warna hitam, uang tunai kurang lebih Rp.
100,000,- dan kwitansi yang disimpan di kantong motor oleh saksi, yang dilakukan
pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di
pasar yang ada di Desa cilallang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadian Negeri Palopo.
Bahwa awalnya anak X berboncengan dengan anak Y menggunakan motor
Yamaha Jupiter warna putih tidak ada nomor polisi dari arah selatan menuju arah
utara, pada saat berada di depan pasar pelaku sudah mengintai dari jauh saksi yang
sedang memarkir kendaraannya didepan salah satu ruko penjual pakaian, pada saat itu
saksi sedang sibuk memilih baju yang ingin dia beli sampai melupakan dompetnya di
kantong motor yang saksi kendarai. kemudian mereka (pelaku) masuk dan mendekati
motor korban . Lalu Anak Y langsung mengambil 1 (satu) buah dompet yang
berisikan 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam, uang tunai kurang lebuh sebesar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kwitansi yang ditinggal oleh saksi di kantong
motor yang saksi kendarai, sehingga 1 (satu) buah dompet tersebut berhasil diambil
oleh anak Y. Selanjutnya mereka langsung melaju kencang menuju arah pelabuhan
Taddette kemudian mereka menuju ke bendungan Bajo. Sesampainya  di bendungan
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Bajo mereka membuka dompet dan mengambil isinya berupa 1(satu) HP Merk
Samsung warna hitam, uang tunai kurang lebih sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu
rupiah), sedangkan dompet dan kwitansi mereka buang di semak-semak  yang ada di
bendungan Bajo.
Bahwa anak X dan anak Y mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut tampa
seizin dari pemiliknya yang sah yakni saksi, dan akibat perbuatan mereka (Pelaku)
tersebut mengakibatkan saksi mengalami trauma dan kerugian materil yang dialami
sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).
Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Palopo
No:32/Pid.Sus.Anak/2018/PN Plp. Terhadap :
ANAK I
Nama : X (nama di samarkan)
Tempat Lahir : Sompu-Sompu
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / 11 Sebtember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP
ANAK II
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Nama : Y (nama di samarkan)
Tempat Lahir : Sompu-Sompu
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / 17 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat)
Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
365 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahu
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat
Hukum Para Anak dan Para Anak menyatakan telah mengerti dakwaan dan
menyatakan tidak berkeberatan :
Menimbang, bahwa persidangan juga telah dibacakan hasil penelitian
kemasyarakatan No. Reg Litmas 195/Lit/A/2018, tertanggal 21 Agustus 2018 atas
nama Anak X dan hasil penelitian kemasyarakatan No. Reg. Litmas 196/Lit/A/2018,
tertanggal 21 Agustus 2018 Anak Y yang dibuat oleh PETRUS POLI, pembimbing
kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan  Klas II Palopo :
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :
1. Saksi : Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti
diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan
masalah perampasan barang milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para anak dan tidak ada hubungan keluarga akibat
perkawinan maupun hubungan darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian
adalah benar semua dan diberikan secara jujur tampa adanya unsur paksaan dari
pihak manapun;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 16.10
Wita bertempat di pasar Cilallang desa Cilallang Kecamatan Kamanre
Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat pelaku 2 (dua) orang yang berboncengan dengan
menggunakan sepeda motor.
- Bahwa barang milik saksi yang  di ambil berupa 1 (satu) buah tas yang
berisikan:
b. 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung warna hitam dengan nomor
082345972500.
c. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Atas nama (Saksi);
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d. 3 (tiga) buah buku kwitansi yang berisikan catatan pembayaran
sejumlah orang yang mengambil atau membeli barang darinya;
e. Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya saksi sedang mau membeli pakaian, dan
memarkir kendaraan yang parker di depan ruko penjual pakaian, lalu masuk
memilih pakaian sampai lupa mengambil dompet yang ada di kantong motor,
dan tidak lama kemudian pelaku datang dan mengambil dompet tersebut,
setelah itu kedua pelaku langsung meninggalakan pasar dan menuju ke arah
selatan.
- Bahwa ciri-ciri pelaku dengan rambut hitam lurus, kulit agak hitam, dan
menggunakan  kaos warna hitam sedangkan sepeda motor yang digunakan
adalah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam menggunakan knalpot
standar.
Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum
dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
1. Anak X : Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani pada waktu
diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena telah
melakukan pencurian barang ;
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- Bahwa keterangan yang diberikan Anak pada saat penyidikan sudah benar
semua dan diberikan tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa Anak sesuai dengan Kartu Keluarga no. 7317131001110069 atas
nama kepala keluarga, tertanggal 13 Juni 2016, Anak lahir Sompu-Sompu
tanggal 11 Sebtember 2001;
- Bahwa kejadian Pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018
sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di pasar Cilallang desa Cilallang
Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu, yang dilakukan oleh Anak X dan
Anak Y mengambil sebuah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merk
Samsung warna hitam, uang tunai kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus
ribu rupiah), dan kwitansi;
- Bahwa pada saat itu Anak X dan Anak Y mengendarai sepeda motor
Yamaha Jupiter Z warna putih dimana Anak X membonceng Anak Y, dan
Anak melihat pemilik dompet saksi sedang memarkir kendaraan di pasar
depan ruko penjual pakaian, lalu Anak Y mengambil dompet di kantong
motor saksi dan tersangka langsung pergi ;
- Bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut, Anak X dan Anak Y menuju
kebendungan Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dn sesampainya di
bendungan mereka membuka dompet tersebut dan mengambil isinya berupa
1 (satu) buah HP merek Samsung dan uang kurang lebih Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah), lalu dompet tersebut Anak buang di semak-semak,
setelah itu Anak membelanjakan uang tersebut;
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- Bahwa Anak X menggunakan sweater berwarna hitam dan celana pendek
warna polkado sedangkan Anak Y menggunakan baju berkera warna biru
Navi dan Celana Levis.
2. ANAK Y : Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani pada waktu
diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena telah
melakukan pencurian barang ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Anak pada saat penyidikan sudah benar
semua dan diberikan tampa adanya paksaan ;
- Bahwa Anak Y  sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-
11122015-0008, tertanggal 11 Desember 2015 adalah lahir di Sompu-Sompu
pada tanggal 17 Mei 2002 ;
- Bahwa kejadian Pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018
sekitar pukul 16.10 Wita, bertempat di pasar Cilallang desa Cilallang
Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu, yang dilakukan oleh Anak X dan Anak
Y mengambil sebuah dompet yang berisikan 1 (satu) HP merk Samsung warna
hitam, uang tunai kurang lebih sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
kwitansi;
- Bahwa pada saat itu Anak X dan Anak Y mengendarai sepeda motor
Yamaha Jupiter Z warna putih dimana Anak X membonceng Anak Y, dan
Anak melihat pemilik dompet saksi sedang memarkir kendaraan di pasar
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depan ruko penjual pakaian, lalu Anak Y mengambil dompet di kantong
motor saksi dan tersangka langsung pergi ;
- Bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut, Anak X dan Anak Y  menuju
kebendungan Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dn sesampainya di
bendungan mereka membuka dompet tersebut dan mengambil isinya berupa
1 (satu) buah HP merek Samsung dan uang kurang lebih Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah), lalu dompet tersebut Anak buang di semak-semak,
setelah itu Anak membelanjakan uang tersebut.6
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari
Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebagai Orang tua dari Anak pelaku merasa menyesal dan
prihatin atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa sebagai Orang tua dari Anak berjanji untuk lebih mengawasi
Anak pelaku agar kejadian yang sama ataupun tindak pidana yang lain
tidak dilakukan lagi oleh Anak;
- Bahwa sebagai Orang tua dari Anak pelaku mohon Anak dapat diberi
hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa sebagai Orang tua masih sanggub untuk mendidik Anak mereka
menjadi lebih baik dan benar ;
6 Dokumen Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2018/PN Plp
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Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan komulatif yaitu melangga kesatuan : pasal 362 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara komulatif, maka
Hakim akan mempertimbangkan satu-satu dakwaan Penuntut Umum dan terlebih
dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para Anak yang
berhadapan dengan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Anak ;
Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan Para Anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan
masyarakat;
- Perbuatan Para Anak yang berhadapan dengan hukum dapat merugikan
orang lain;
- Para Anak telah menikmati hasilnya;
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Keadaan yang meringankan :
- Para Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan masa depan bangsa;
- Para Anak belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan adalah lebih
lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah lama dijjalani ole Para Anak
yang berhadapan dengan hukum, maka terhadap lamanya pidana dijatuhkan dikurangi
sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ole Para Anak
yang berhadapan dengan hukum.
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti pada dasarnya hakim sependapat
dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, kecuali barang bukti berupa 1 (satu)
unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tampa nomor polisi,
dimana merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih tampa nomor
polisi, tersebut tidak ada surat-suratnya sama sekali, maka terhadap barang bukti
tersebut karena memiliki nilai ekonomis haruslah dirampas oleh negara.
Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berhadapan dengan hukum
dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal
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222 KUHAP, Anak yang berhadapan dengan hukum dibebani pula untuk biaya
perkara yang besarnya sebagaiman yang tercantum dalam amar putusan dibawa ini.
Mengingat dan memperhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam putusan
ini :
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Para Anak yang berkonflik dengan huku yaitu : Anak X dan Anak Y,
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
”Pencurian’’, sebagaimana dakwaan komulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak X dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan Anak Y dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang berkonflik dengan
hukum dengan hukuman dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak ;
4. Memerintah kepada Para Anak untuk tetap ditahan dalam lapas anak ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
o 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRO;
o 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J PRIME;
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o 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam ;
o Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi :
o 1 (satu) buah handphone merk OPPO TYPE F5 warna hitam ;
o Uang tunai sebesar Rp. 204.000,- ( dua ratus empat ribu rupiah);
o 2 (dua) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Paisal dan
Mashudi ;
Dikembalikan kepada saksi :
o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah putih
tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk Negara :
o 1 (satu) lembar Sweater merk Colbus warna biru hitam.
Dikembalikan kepada Anak :
6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh
Mahir Sikki ZA, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga dengan dibantu oleh Tombi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh LEWI R.PASOLANG,
56
S.H,.M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasehat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Para Anak dan Para Anak.7
C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak pidana Pencurian Yang
Dilakukan Oleh Anak.
Dari putusan Pengadilan Negeri Palopo Putusan
No.32/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Plp. Diketahui bahwa majelis hakim merima dakwaan
jaksa penuntut umum, sebagaimana dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Harus ada perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang.
3. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya
waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam
kekuasaannya, apabila waktu memili barangnya sudah ada ditangannya, maka
perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Unsur mengambil (pencurian)
itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.
Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat, maka
orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri.
b. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang
(manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam
7 Putusan persidangan, Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2018/PN Plp , tanggal 13 September 2018
57
pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskiun tidak terwujud,
akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga
ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk
kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu,  termasuk pencurian, meskipun
dua  helai rambut tidak ada harganya.
c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan
orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu
kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B
menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B.
Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian,
misalnya binatang liar yang hidup didalam, barang-barang yang sudah dibuang
oleh yang punya.
d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.
Orang karena keliru mengambil barang orang  lain itu bukan pencurian. Seorang
menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah
ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil
itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah
barang itu datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan
kepada polisi), ia salah menggelapkan karena waktu barang itu dimilikinya sudah
berada ditangannya.8
8 Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1996), h. 250
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Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:9
1. Unsur subjektif yaitu unsur yang dari dalam diri pelaku. Pada umumnya para pakar
telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk yaitu :
- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- Kesengajaan dengan keinginan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).
2. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
- Perbuatan manusia
- Akibat perbuatan manusia
- Keadaan-keadaan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Dalam putusan ini penulis bependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah
mengambil barang milik orang lain berupa uang, hp dan sepatu dengan maksud ingin
memiliki barang tersebut secara melawan hak.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, bahwa sebab
dijatuhkannya pidana kepada terdakwa adalah karena berdasarkan fakta-fakta
persidangan yang ada, terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
9 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Jambatani, 2003), h. 74.
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Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, Majelis Hakim memandang lamanya
pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam putusan, dirasa cukup adil
bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih dibawah umur, dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan sesuai dengan dakwaan
jaksa penuntut umum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang
dilakukan Oleh Anak
Selain dalam Undang-Undang dan KUHP. Masalah pencurian juga telah diatur
dalam al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam hukum Islam dikenal
istilah qisas yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan
dalam QS al-Maidah/5: 38 sebagai berikut :
                            
Terjemahnya:
” laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.10
Adapun tafsiran Qur’an Surah al-Maaidah ayat 38 yaitu:
Baik laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya yakni
sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, yaitu mengambil harta manusia
10 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya (Cet. I; Bandung: Syaamil Quran,
t.th.), h. 114.
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dengan tangan mereka. Sangat tepat bila tangan yang mereka pergunakan untuk
keburukan tersebut dipotong sebagai siksaan dari Allah yakni sebagai hukuman dari
Allah atas perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Perkasa yakni dalam membalasnya.
Lagi Maha bijaksana dalam perihal dan larangan-Nya maupun dalam ketetapanNya
yang bersifat syar’i dan qadari”.11
Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahanya mencuri
bagi suatu masyarakat dan ketegasan hukumnya: ”demi Allah! Kalau sekiranya
Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya.” (Riwayat
Buhari).
M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan makna ayat
tersebut adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah
pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian
yang mereka kerjakan dan sebagai sisksaaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan
orang lain takut melakukan hal serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya
dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri
itu sesudah melakukan penganiyayaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu
waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah
dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang syah, maka
11 Shahih,Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h.119.
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sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat
nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.12
Akan tetapi ironisnya terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, merujuk
pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sehingga kemampuan
fisik dan psikis tetap jadi pertimbangan pengadilan putusan atau sanksi dimana dalam
al Qur’an dijelaskan masalah pengambilan keputusan atau tindak pidana yang harus
disesuaikan dengan fisik atau kemapuan  terdakwa.
Dijelaskan dalam firman Allah swt dalamQS  al-Baqarah/2:286:
                             
                                  
                              

Terjemahnya :
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami,
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan
Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan
Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami
12 M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah, Volume III (Ciputat: Lentera Hati), h. 79.
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memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang
kafir."13
Adapun tafsiran Qur’an Surah al-Baqarah ayat 286 yaitu:
Ayat ini menerangkan bahwa dalam mencapai tujuan hidup itu manusia diberi
beban oleh Allah swt. sesuai kesanggupannya, mereka diberi pahala lebih dari yang
telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah
dilakukannya. Dengan ayat ini Allah swt. mengatakan bahwa seseorang dbebani
hanyalah sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak
memberati manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan dan tidak
sempit adalah asas pokok dari agama Islam.”14
Berdasarkan Ayat tersebut dapat dikaitkan dalam kasus pencurian yang
dilakukan oleh anak bahwa ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian
seorang hakim haruslah membebankan hukuman yang sesuai dengan kesanggupan
anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Karena sesungguhnya Allah tidak
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut.
Sehingga aturan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang
pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak serta Pasal 45, pasal 362, dan pasal 489 KUHP sejalan dengan Al-Qur’an dan
Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam hukum Islam. Karena dalam Undang-Undang
tersebut telah diatur mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana yang
13 Departemen Agama RI, Qur’an  Surah Al-Baqarah  286.h. 72.
14 Tafsir Depag  RI Qur’an  Surah Al-Baqarah  286
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dilakukan oleh anak terkhusus tindak pidana pencurian agar tidak terlepas dari apa
yang menjadi hak-hak anak serta kesanggupan anak untuk menjalani hukuman.
Mengingat bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik
dalam hukum positif maupun hukum Islam untuk dilakukan, maka diperlukan
upayaupaya konkrit untuk memgatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah:
1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan dan keagamaan baik di
sekolah maupun masyarakat.
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab
peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan berandal pada umumnya
adalah berasal dari keluarga yang berantakan (broken home).
3. Penanam nilai sejak dini bahwa Pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan
tidak boleh dilakukan dalam agama.
Dari beberapa penjelasan ini, dapat difahami bahwa untuk dapat
mengendalikan dan menghentikan Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan
berbagai cara seperti dengan mengintensifkan ceramah-ceramah keagamaan dan
melaksanakan berbagai sosialisasi dengan menjelaskan bahwa pencurian itu
membawa  kerusakan yang dapat ditimbulkannya.
Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa efek jera dari pelaksanaan sebuah
putusan hukum hanyalah implikasi (efek) dan bukanlah pokok pertimbangan dalam
64
memberikan sebuah keputusan hukum tetap. Olehnya itulah, perlu adanya sebuah
sketsa kerangka hukum yang berdasarkan hukum Islam yang mentransformasikan
antara pola pemberian hukum dengan kaidah alamiah dasar yang berujung pada
kemakmuran, keteraturan, ketentraman dan keadilan sosial yang dilakukan oleh para
penegak hukum.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No.
32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plp dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan
oleh anak yaitu dengan mengacuh pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan anak. Dan kusus bagi anak untuk menjatuhkan pidana
hanya bisa separuh dari ancaman pemidanaan orang dewasa. Ataupun bisa
melalui jalur diversi dimana ketika kelakuan anak atau perbuatan yang
dikakukan oleh anak belum dapat dikatakan meresahkan masyarakat, maka
anak itu dapat dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan kesepakatan
korban.
2. Upaya penanggulangan tindak pidan pencurian dengan kekerasan dalam hukum
Islam, dimana dalam hukum Islam telah diterapkannya hukum potong tangan
bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penggantian kerugian terhadap
barang-barang yang ia curi. Akan tetepi untuk hukuman potong tangan dalam
Islam di negara Indonesia ini masih banyak pertimbangan-pertimbangan
khusus dalam menerapkan hukuman tersebut dan karena pelaku tindak pidana
tersebut adalah seorang anak di bawah umur maka hukuman yang dikenakan
hanyalah hukuman takzir. Kemudian di dalam Undang-Undang RI No. 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dicantumkan dalam Pasal 48 dan
49 upaya dini untuk menanggulangi faktor-faktor anak untuk terjerumus dalam
kasus tindak pidana. Dalam KUHP pidana telah di tetapkan hukuman penjara
atau dimasukkan dalam Lembaga Permasyarakatan. Dalam hukum pidana
Islam maupun dalam KUHP telah merumuskan sanksi-sanksi dan sama sama
melarang adanya tidakan tersebut, karena hal tersebut sama-sama melanggar
tindak pidana.
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B. Implikasi Penelitian
1. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang telah diatur dalam
KUHP dan hukum Islam merupakan hal yang sangat membahayakan bagi
masyakat dalam bernegara. Oleh karena itu untuk masyarakat harus cermat
dalam mendidik dan membina anak para anaknya agar tidak terjerumus dalam
lingkup hukum.
2. Dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana seorang
hakim sebaiknya mempertimbangkan sebaik mungkin anak yang akan
diberikan sanksi pidana, karena kebanyakan anak yang melakukan tindak
pidana tersebut kebanyakan anak yang sudah tidak lagi tinggal bersama orang
tuanya sehingga anak tersebut terpaksa melakukan tindak pidana demi
memenuhi kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu untuk ketika anak telah di
masukkan dalam lembaga permasyarakatan kiranya disana anak tersebut betul-
betul dididik dengan baik agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dalam
hidupnya.
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